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N

: 1.

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19),
Pemerintah melalui Kementerian Keschatan melakukan
peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dengan
program bantuan dalam bentuk uang sebagai dukungan
kelengkapan peralatan kesehatan pada rumah sakit sebagai
rujukan pelayanan kesehatan;

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan
Indonesia
HK.02.02/1/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis

Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk

Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik

Nomor :

Pembelian Peeralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19), dijelaskan bahwa apabila
pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD, penganggaran terhadap dana
bantuan pemerintah ini dilakukan dengan mengubah
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD yang selanjutnya ditampung dalam LRA;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor 56 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

0 1.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



8.

10.

11.

12.

13,

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4938),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5601);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4165j;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209.
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Memperhatikan

31.

32.

33.

: 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 79
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah Dilingkungan Kementerian Kesehatan

sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri



10.

11.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia 79 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah,;

Peraturan Menteri Keuangan  Republik Indonesia
Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka
Penanggulangan Covid-19;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Insentif daerah Tambahan Tahun
Anggaran 2020;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Covid-19;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan  Penyebaran dan  Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang IIl Tahun Anggaran 2020;



12,

13.

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : HK.02,02/1/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis
Pnyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk
Pembelian Peeralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19);

Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PR.O1.05/1/3683/2020 tentang Bantuan
Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan
Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
(COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 56 TAHUN
2020
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.069.344.923.301,00
b. Bertambah/(Berkurang) (Rp- 76.027.372.550,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 993.317.550.751,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.076.755.535.716,39
b. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 85.392.638.600,71)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 991.362.897.115,68
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 1.954.653.635,32

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 18.710.612.415,39
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.210.266.050,71)
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 17.500.346.364,68

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 11.300.000.000,00



2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 8.155.000.000,00

Jumiah pengeluaran setelah perubahan Rp. 19.455.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan (Rp. 1.954.653.635,32)
Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar se

tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Suwawa

e pada tanggal 2° lovember

Pjs. BUPATL BON

SEKDA b
ASISTEN I : }j
ASISTEN II )
ASISTEN II { ¢4

KEPALA BADAN

KABID

s. MOHAMAD Z.S XADJAMUDIN
Nip. 19630510 199303 1 013

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 26 Noveuber
SEKRETARIS DAERA

2020
EN BONE BOLANGO,

AK NTOMA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020 Suwawa, November 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

PENGELOLA
CATATAN
LAMPIRAN
UNTUK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 56 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

: BADAN KEUNAGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
: 1 {Satu ) Berkas

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULJ/AH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031




A
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

Kepada Yth
Dari

Nomor
Tanggal
Perihal

TELAAHAN STAF

. Pjs. Bupati Bone Bolango

. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
. 900/BPKD-BB/XI/ lI3s.2/2020

: 18 Nopember 2020

: Permohonan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten

Bone Bolango TA 2020

|. Dasar

ll. Pertimbangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun

2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran

Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2020;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK
02.02/1/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian
Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19);

6. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor:
PR.01.05/1/3683/2020 tanggal 29 September 2020 Hal:
Penetapan Alokasi Bantuan Pemerintah di lingkungan Ditjen

Yankes TA 2020:

7. Telaahan Staf Direktur RSUD Toto Kabila Nomor : 800/RSUD-
TK/762/X1/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal: Bantuan
Pemerintah dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan
kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 kr RSUD Toto Kabila:

-

Rp.1.900.000.000,00:

2. Bahwa mekanisme adminstrasi penganggaran dan penyaluran
bantuan pemerintah tersebut di atas berpedoman kepada

Keputusan Ditjen Pelayanan Kesehatan

HK.02.02/1/3945/2020, dimana dijelaskan bahwa apabila
pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang
perubahan APBD, penganggaran terhadap dana bantuan
pemerintah ini dilakukan dengan mengubah peraturan kepala
daerah tentang penjabaran perubahan APBD selanjutnya

ditampung dalam LRA;

. Sebagaimana Surat Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor:
PR.01.05/1/3683/2020, bahwa RSUD Toto Kabila ditetapkan
sebagai salah satu penerima bantuan dalam bentuk uang dari
pemerintah untuk pembelian alat kesehatan TA 2020 sebesar



3. Bahwa bantuan dalam bentuk uang tersebut merubah asumsi
pendapatan dan belanja BLUD-RSUD Toto Kabila TA 2020
yang selanjutnya merubah juga asumsi pendapatan dan
belanja pada APBD TA 2020.

fll. Saran . Sehubungan dengan pertimbangan di atas, kami mohon
kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2020.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan
Bapak kami ucapkan terima kasin.

Plh. Kepala BKPD

M(L (;a d)‘ | - soketars,
" Chigg.

Anas Paudi, S.Pd, MAP
NIP. 19701215 199703 1 010




